RENENSBRILN PENERANGAN

Djakarta,e9 /2-1952.-
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PERLTURLN - PEMERINYLH NO, 11 TAHUN 1952
. TENLL.NG
HU—L\.[}}J{LLN J_);JIL Ji"&‘j.‘t‘&l\!.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESI.

Menimbang \ bahwa pade waktu ini untuk berbagal golongan pegawai Nege=

ri berlaku dua peratursn mengenai hukuman djabatan_sahinge

ze perlu Jiadskan satu peraiuran mengenai hal itu, jang

pgrlaku unbtuk semue pegawail Hegeri; .

Mengingat t 1y Peraturan Pemcrintsah Republix Indonesiz dabulu No. 18
tahun 19503

2+ Yaatsblad 1935 Wo.lihl;
DB“ﬁQ‘Manteri dalgam rapatnja pada tanggel 15 Pebimar] ]952.
M e m:u\y‘u s ko n 3

Dengan membateigan Peratursn Pemerintah fepubli¥ Indonesin dejiis
lu No,18 tahun 1950 ften peraturan termuat delam Staakshlad 1935 No.
L1, dan segala ketertuan jang hertentangen dengan peretursn ini,

Menetapkan:
PERLTUR-N PRMERIWisH TENDANG HUKUMAN DJda8.T4LN.
Pasal 1,

Mendengar 3

Daelem peraturan inii

a, jang disebut pegawul, {alah mereka Jung diangket tetap ateu untuk
sementara dalam djebatey Negeri;

b. jeng berhak menghukum l&'ah pendjebat jemg berhai mengangkat dan
memberhentiken pegewal Jj&:s bersangkutan menurut peraturan Jang
berlaku. ' 4

daagal 2-
T

(1) Pegawai jeng melalaikan kéyadjiban selama ntau diluar djam beker
dja dapat didjatuhi hukurarn djabatan.

(2) Melalaiken kewadjiban, meliputi baik melanggar sesuatu aturan d
batan maupun melakukan sesutptu hal jang seharusnja tidak boleh
diperbuat ateuw mengabeikan sesuatu hal jJang seharusnja dilakuka:
oleh pegawal jJeng balk? dalsm keadaan sedemiliian,

Pa5a+ B

(1) Hukuman jang dapat didjﬂtﬂh&‘kepada pegawnl, adalah sebagai be-

rikut: xaxn ¢

a. btegoran tertulis, it

b, pernjataan tidak puas daengan surat ketetapan,

¢s dipindahkan kelain tempat,

d« menunda kenalkan zadji selama tidak lebih dari satu tahun,

e. menurunkan gadjinja sebesar satu kalil kenaikasn sadji jang telah
ditentukan selama tidak leoih dari =atu tahun,

f. menurunkan tingkaten djebatannja ketlngkatan jang terdapat tidak
lebih dari satu fHahun,

g. dilepas dari pekerdjaannja,

he dilepas dari djabatan Negeri.

(2) Djika didjatuhkan hukumen tersebut pafla ajat 1 huruf £, Pembes
jeng berwad jib harus mengatur supaja pangkat sepula dikembalikan se
sudah waktu jang ditentukan itu lampau, sekalipun tidak ads tempat
terbuka dalam pangkat itu,
Passl lj.
Sebelum hukumen didjatuhkan meka pegawai 'Jang bersangkytan dib



P

tentang hukuman jang akan didjatuhkan 1tu,
Pasal 5,

(1) Hukuman jang didjatuhkan diberitahukan dengan tertulis kepada pe=-
gawal jang bersangkutan. dengan menjebutkan alasanZnja.

(2) Ylerhadap tiap-tiap hukuman jang didjatuhkan, pegawai Jang bersang-
kutan dapat menjatakan perlawanan dengan tértulis dalam waktu lh hari
seterimanja -pemberitazhuan tersebut diatas kepada pembesar tersebut da-
lam pasal 2 ajat (2), Jang berhak membentuk satu panitya jang akan me~-
meriksa perlawanan terhadap hukuman jang didjatuhlkan,

(3) Pembentukan Panitya itu segera dilaksanakan pada tiap kali surat
pembelaan diterima oleh:

a. Presiden Republik Indonesia, djikalau pegawai Jang dihukum
1tu diangkat atau diberhentikan oleh Preslden tersebut, dan

b. Menterl jang bersangkutan atau oleh pembesar jang diserahl un=-
tuk itu masing? delam lingkungan pekerdjaannja, djikalau pe-
gawal jang dihukum itu diangket atau diberhentikan oleh Men-
terl tersebut atau oleh pendjabat jang diserahi untuk pengang-

katan atau pemberhentian pexawai.
(L) Panitya i1tu terdiri dari

a, seorang anggauta ditundjuk oleh pegawei jang didjatuhi hukuman,

b, seorang anggauta jang ditundjuk oleh Jang berhak mend jatuhil
hukuman,

c, Seorang anggauta merangkap ketua ditundjuk oleh anggeautaz ter-

sebut sub a dan b,
Djika dalam hal ini tidak mendapat persesuaian, maka Ketua Ba-

dan Pengadilan Negeri setempat menundjuk ketua,

(5) Perlewanaen tersebut dalam ajat (2) oleh pegawail jang bersangkutan
diberitahukannja djuga dengan tertulis kepada jang mendjatuhkan hukuman.

(6) 4pa jang ditentukan dalam ajat (2) tidak berlaku:

g, djika hukuman jang dimaksudkan itu adalah hukuman Jjang terse-
but dalam pasal 3 ajat 1 huruf a,

b, djika pegawai jang bersanzkutan oleh hakim telah dihukum kare-
na hal?2 sedemikian djuga, dan keputusan hakim itu sudah menda-
pat kekuatan pasti.

¢, djika pegawaeil Jjang bersangkutan melarikan diri.

(7) Ketjuali dalam hal termaksud pada ajat (2) sampai dengan ajat (6),
maka pegawai jang dlhukum harus tunduk pade putusan dari jang berhak

memberi hukuman.
Pasal 6.

(1) Panitya termaksud dalam pasal 5 ajat (2) memilih salah seorang
anggautanja sebagal penulls dan menetapkan sendiri tempat dan tjaranja
memeriksa perkara,

(2) Pemeriksaan perkara tidak terbuka untuk umum,
Pasal 7.,

(1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Panitya berhak mendatangkan pegawal
jang dihukum, pendjabat Jang menghukum atau wakil jJang ditundjuk oleh-
nja dan orang? lain untuk memberikan keterangan atau meminta keterangan
tertulis pada mereka itu,

(2) Setiap orang wadjib memenuhi permintaan Panitya tersebut dalam
ajat (1) diatas,

(3) Panitya berhak memeriksa segala surat2 jang berhubungan dengan
perkara Jang diselidikinja, Tornadap surat2 rahasla harus lebih dahulu
didapat idzin dari jang bertanguung djawab atas surat2 rahasia itu,
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Pasal 8- °

(1) Atas hasil pemerikséan jaﬁg did jalankan, Panitya menetapkan pu-
tusannja dengan disertai keterengan lengkap, Jjang diberitahukan de-
ngan tertulis kepada jJang menghukum dan jang dihukum,

(2) Putusan Panitya itu berupa: membatalkan, menetapkan, mengurangi,
menambah atau mengganti hukumen Jsng didjatuhkan itu,

P

(1) Dalam waktu 1l hari sesudah diterima putusen Panitya termaksud
dalam pasal 8 ajat {2), cleh pegawai jang dihukum atau pendjabat jang
menghukum dapat dimintekan pemasriksaen ulangan kepada Ketua Pengadilan .
Tinggi--Jeng mempunjai daerah dimana pegawai jang dihukum bertempat
tinggal. Pembesar tersebut segera membentuk sebuah Panitya terdiri dari:

- a, Séorang hakim Pengadilan linggl jang ditundjuk oleh Ketua Pe-.
ngadilan Yinggi itu scbagal anggauta merangkap Ketua,
bs seorang anggauta, Janz diturdjiuk oleh Panitya tersebut dalam
pasal 3 dengan persetudjuan pegawal jang didjatuhi hukuman,
c. Seorang anggauta Jang ditundjuk oleh Menteri Urusan Pegawai.

(2) Panitya termeksud delem pasal ini memilih salah seorang lain se=-
bagal penulls atau menganghkat seorang penulis deri salah seorang pe-
gawai Pengadilan Tingzi dengan persetudjuan Ketua Pengadilan Yinggil itu.

(3) Ketentuan2 dalam pasal 6 tentang tempat dan tjara pemeriksaen per-
kara dan pasal 7 ejat 2 dan pasal 8 berlaku djuga terhadap Panitya inl.

(L) Baik pendjabat jang menghulum, maupun pegawail jeng.dihukum harus
tunduk pada putusan Panitya itu.
‘Pasal 140,

Mereka Jjang didatanglkan clel: Fanitya berdasarkan atas pasal 7 a=-
jat (1) berhak atas penggantian biaja perdjalanan menurut peraturan
jang berlaku. X

Peraturan ini tidak berlaku tcrhadap polisi Negara,

e e [

Peraturan Pemerintah ini muiai berleku pada hari diundangkan,

herar setiap orang dapat mengetalwinja, mewmerintehkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara hHe-
publik Indonesia,

Ditetapkan di Ujakarta
pada tanggal 20 Pebruari 1952,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIa,

Diundangkan SOEKARNO
peds tangzel 22 Fobruapd 1952, MENTERI URUS..N PEGAWAI,
MENTERI KEZLiKTMAN, ttd,
SOER0SO

MOHAMMuD NASROEN

==0Q000- =~
LEM 2%.RiN NEGARA N0, 16 TAHUN 1952.-



PENDJELGALZS a N
PERLTUR..N PEMERIN'I..A NO,11 Ti4HUN1952.
TENTLNG
HULUMLN Ddu 34 Tall,

Seperti ternjata dari pertimbanéannja, maka maksud Peraturan Pe-
mcrintah ini, ialah untuk menghentikan keadaan, bahwa pada waktu Inil
berlaku dua peraturan mengenai hukuman djabstan, dan menetapkan satu
peraturan-persatuan Jang berlaku bagzi semua pegawal degeri,

Sebazai dasar peraturan-persatuan itu diambil Peraturan Pemerintah
ReI. bentuk lama No, 18 tahun 1950, Perbedasan donpan Peraturan Pemerine
tah tersebut terdapat hanja daolam 2 hal, ialah sebagal berikut.

*

Pertama, menurut peraturan R.I., dahulu maka Panitya termaksud da=-
lam pasal 5 terdiri dari 5 angaauta, Djumlah anpguuta ini dipandang”
terlalu banjak dan padsa penpgleltsanesannja Peraturan ini akan sangat meme-
perlambat penjelesaian hal? jang bersangkutan., ©jumlan scbesar 3 ang-
gaute dlanggap sudain mendjadi setu djaminen tjukup bagi hal ini, te-
rutama djike diperhatikan banwa mengenai ksputusan Panitya ini dapet
diminte pemerikssan ulangan pada satu Panitya jg lebih tinggi, jg di-
maksudltan dalam pasel 9,

Kodua, usaha serikat? sckerdja dalam peraturan sckarang tidak di-
sebut? lagi, karena hal ini dipandesng tidak perlu diute mf“an.
nltan tetapi ini tidak bererti bshwa kedudukan serikat2 sckerdja olch
poreturan ini dikurangi, sebab berdasaer ctas peraturan sekerang pun
pezawal Jjg bersangkutan tidalk dl araeng dan mempunjal hak untuk menun-
djuk wakilnja dari kalangén serikeat <bkurd3a, tepat seperti menurut
peraturan R.I. dahulu. dasilnja perobahan ini, islsh bahwa penjusunzan
pasal 9 mendjadi lebih ssderhana tapi djelas,

Perobehan lain Jang penting tidek terdapat,

TLMRILNT LEMRBLRLY NEGaR. Nol.202,
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Medan, 206 Djuli 1952,

4478 V2 \ No,21602/3 /7,

i e : Larpiran: 3.
o DR Ichwol: Ralat Peraturan Pemerintah
gl S s ] No«ll tahun 1952.

Dengan hormot bersama inl dikirimkan kepada Soudara salinan surat
Kementerian Dalam Negerl tertanggol 28 Aperil 1952 No.U,P.29/2/2 borsama
salinan lampirannja sebagpi terichwal diatas wmtuk dopat dimakluri.

Asne Gubernur Propinsi Sumatera Utaras
' Bohagian Urusan Pegewal,

Kepada: _
~~1e Koordinator Pemerintahan
Daerch Atjoh di Kutaredja, (Chr. Lumban Gaol)
2+ para Bupati2 di Prop.Sumatera Utara,
3+ para Wali-KoteR di Props Sun. Utarae=

Salinan, ./ 4, -, KEMENTERIAN DALAM NEGERI - DJAKARTA
Ve OA, _ Kepada
_? /Z;L»L SR g 2 ¢ ; Gubernur, Residen/Koordinator, Bupati, Walikota,
& e A= 22 Kepala Dacrah Igtimewa Jogjokartas-
NooUPsR9/2/24m -~ 1~ Tanggel, 28 April 1952. Larpirons 2.

PERIHAL: Ralat Pergturan Pemcrintah No.1l tahun 1952.-
Bersanma inl dikirimken salinan surat Direktur Kebinet Presiden tgle
10 April 1952 No.1184/52-P (beserta lampirennje) tentang hal scbagai torsebut pads
pokok surat ini untuk dimeklumi seperlunja (vide suret kami tgle27-3-1952 No.UP.29/1/

39) o= Aens Monteri Dalam Negeri:
AR T Kepala Bagian Pegawai,
LY fT-f? dto. (Suratno Sustroamidgojo)-
Al Scsuai dengen aslinjas b
Snlinan. Vth ledtichyy, f,,,  DIOTHIRKoRO1E, ( .
f} - _./' ‘ \\4()5? 1 ".’ ”’:'-«' e
: A ‘
g;:. i%84/32'P : DIAKARTA, 10 April 1952,

Hal: Ralate Kepada

MENTERT DALAM NEGTRT
di Djalartas

MERDEKA!

Menjambung surat pengantar kami tonggal € Maart 1952 No.794/52—P,ﬁ§
dengan ini diberitahukan bahwa naskah Peraturan Pemerintah Noe.11 tohun 1952 Jang tee
lah disampaikan kcpada Saudarc terdapat kesalohen ik,

Dalam halaman 3 sesudeh pasol 10, scharusnja ada pasal 11 jang bor-

I bunji "Peraturan ini tidek berlaku terhadap Polisi Negaral den poasal 11 jong telah

ndn scharusnja mondjadi posal 124
Bersama ini disampaiken sekali lagi Peraturon Pemerintoh terschut
sctelah dibotulkan untuk menggantikon jang loma Peraturon Pencrintah terscbute-
Herap mendjodikon maklume= ’

DIREKTUR KABINET PRESIDEN,
a.n.bg' -

Pegawel Tinggl d ?
A++ . (OER TN



(84) 3 '
Salinan oy .

KABINET PRESIDEN . o . 2 i
PPRATURAN PEMERINTAH N@,1} TAIUN 1
tentang HUKUMAN DJABATAN: ‘¢

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Meninbengs bahwo pnds wektu inl wntuk berbaged golongan pegoved Ncgerl borlﬂku dua poYe
aturan mengenei hukuman djabatan sehingga pcrlu dindaken satu peraturan. mengonai hal
itu, jong berlaku untuk sermn pegewni negeri : ¥,

Mengingats la Peraturan Permcerintah Republik’ Indonosia d‘lhulT1 No.l” tahun 19503

2¢ Staatsblad 1935 No.kdls
Mendengars Dewan Menteri dalam repetnja pada tsngggl 15 Pobruari 1952- -

Menutuskant
Dengan membatalken Peraturen Penerintah Republik Indonesia dahul No.lB tﬁhun 1950
den peraturan termuat dalan Staatsblad 1935 No.&Al awn Sagal& kotcntuan jang’ bertonta-
ngon dongen peraturan Ini, _ _ i VK ISR R e
Menetapkan ' R R . P

PERATURAN PEMERINTAH Tfnmre HUKUMAN, DJmm .
Pagal 1‘ :

. "1nm peraturan inls ' e

fe jong disobut pegawai, iolah mcrcka ige diangkﬁt tctqp utau untuk sorcntara da len dja-

© batan Negeri,

< De jang berhak: nenghukun ielch pendjnbat jong bcrhak nengﬂnﬂkat dan- ncrborhontlkﬂn pego~-

wal jang be poongkutan momirut peraturan jang berlalku.
Pasal 2.

(1) Pegawai jeng melalaikan kewadjibnn solera atou diluar dJ&n bokordJL dapat didjatuhi
hulcuman djabaton,

(2) Molalaiken kewadjiben, mnllputi baik melanpgar sesuotu atnran agqbﬂtﬂn mHoupun nolali-
kon sesuatu hal jang seharusnja tidok boleh diperbuat atan mengabaiken sosuatu’ hnl
jang echarusnja dilakuken olch pegawai jong baikepaik delaen keadansn sodenikiane

Posal 3.
1) Hukumen jang depat didjatubkan kepada pogawal, .edelch sobwgei burikut:

2s tegoran tertulis,.

b. pernjetaan tidek puas dengon surat Pctetapnn,

¢+ dipindahken kelain tompat,

ds nemnda kenaikan gadjl sclamn tidak lcbih dard, satu tabun,

es nmenurunkan gadjinje. sebesar satu koli kenaiken gadjl jong teleh ditentukon
pclana tidak lebih dari satu tohun,

f. menurunkan tingkotan dgabatannja ketlngk&tcn Jang t crdekat tidek lebih
daril satu tohun,

ge dilepas dari pekerdjsannja, *

_ he dilopos dardi djabatan Negeris 3 '

\2) 2iike didjotubken hukumen tersebut pada ajat 1 huruf £, Pombesar jang borwadjidb harus
nengatuy supaja pengkat semula dikembaliken sesu deh qutu Jjong dltentukan itu lamr
pau, sekalipun tidak ada tempat terbuke dalam pangkat 1tue ,

Pasal Le - d
f,Sgbelum hukurien didjatuhkan make pegowal Jgsbergongkutan dibori kosenpatan untuk Al
bole dirl dengan tertulis dalem waktu 14 hari sesudah nenerina penboritahuan tentong hue
kunen jang cken didgatuhkan itutj
Fasel 5»

(1) Hukumen jJgedidjotubkan diberitohukan dengan tertulis kepadn p@F”wal gﬂ.bersangkutan

dongan nmenjebutkan alasan2njal,

\2) Terhadap tiop2 hukurion. jg.didjutuhkan, pegaval jge belean”kuton dﬂpat nenjatokan perw

lawyanan dgn tertulis dalen wayt ri scterimanja pemboritahuan tsbedlatas “kepada

poenmbesar tersebut delem pasnl jong berhak menmbentuk satu panitie jeng ckan
neneriken perlawanen terhadadp hukunman jong didjatuhkan,

. {3) Pembentuken Penitis itu scgera dilaksanekan pads tdap koli surat perbelaon diterima

olch: a« Presiden Ropublik Indonesisn, djikalau pegawei jang dihulun itu diongket atan

diberhentikan olch Presiden terscbut, den .
be Menterl jong bersengkuton atau oleh pembesar jang discrahi wntuk itu masing2
dalon lingkungon pokerdjasnnja, djikalau pegewal jong dihukum 1tu diangkat ntau
diberhentikan oleh Momterd torcebut atau olch prndjabﬂt jong discrehi untuk voe
ngongkaton atau pomberhentian pegawaie
3 Pandtin dtu tordird dard: ;
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b. djike pogawsi Jing beorsangluton olch haldn tolal W dihmlon exrenis hal-hel sedemild -
an djuge, den kepubuten holdm itu sudch mendspot -1\:(,111‘,1,‘ N pastd,
co @jile: pege ikl ,] g bersungluten molorilem diri,
7y ot 2oniid 2
(7) Retjandddilim thel tormuksud pads cjot (2) mﬂ:)'i dengah ajet (6), melu pegiwed jong

dihukum hirus tundul pads putasan derd jong bexhal momberd Hulamin,

' S 0L Pl by
AJ
(1) po ﬂlu..., tcmiwud dexdem p..m.l 5 -a3ax (2) memilih sulahl scoring tng r*.dur,u.,].d schigoed
penulis don monetophiin sendird tomput dan tjamuyje momerilss perliri.
(2) Pemerdlss Aporkars tidek torbule witwl umum,

k8]
Al Piarl T

(1) Untul lxepcntmg..n :{‘QmC""l]‘-.uc.«,n , Pendtis borhok mondatinglen pogowel jung dihulaa,
pendjoab ot Jung ncm,hu_mm chiu waldl jong ditwndjule olchnje dun orung-ering lodin untuk

: mmbcm i koteringoan atou memints 1~.e*c1u1:m tortulis puds r=c,"clu, itu, \

{2) Scilip oring wud ,3_. menenihl pormintaun Pabghic torscbus delom ojet (1) dotos.

(3) Panntin borhul memerdlos: segrle surat-surst jong borhubwngen dengan porkers jeng e
zolidikinge, Terhodsap surat-surst rohisis horus lebih dehulu didapst ddzin diri Jung
bertenggung djoweb Gtes surib-curct ™ hosic itu. :

(4) Anggrute- —ggeuta Pendhic wodjib merchsiclon o ogele sesustu jung dapob dlLCtdm—uw-:L
meuput derd Ketrengan oring-orsng jung dide CGrIL iy demdlciin d JLL,/'"- pendipet meadng-

vy

mising anggoubis. é bodk diri pemerilcann surob-surct jong dopet diletshuings,

‘,_

Peisul 8.
(1) Ates hiegll pemordlisn jung didjalinbon, pan i's;."'rf'“o* D
leterangn longlup, Jung diboritchulen dongon 2 tortulis

putuaen i (lc“.g;tn discrini

why” Juitp menghulam deny jong

- dihuloun, ‘
(2) Putusun Puribiz itu b crupis membritallin, menctaoplzn, menguesnii, menmmbod aben meng-

genti mﬂ:wn.-.. Jung didjecuhlyn itu,

£ t Pl,.ut 1 9. -
g - U Ty S ke mrieed A i v i . < - 5 e
(1) Delom waldu Uy hord scsudsh ditordimg Putuscn Panetls termeloud dilem pedel 8 ojot (2)
olch peguwsi jung dihdlum cteu pen dj.';b' T Jjung nmenghulum depet dimdntelin ponerdiecan
wlengen kepade L.c,mu, Pengedilin Tinggl jung mempunjed dicreh- dimane pegewed jong dd-

aulan bortempet tinggul. Pembesar ferscbut scgers membentuwl scbush Pk.niuu, temddird
(u i i 2

fie georing huldm Pcngz;diltcm Tingel jung ditwndjulk olch Ketue Pengadilin Tinggi itu

. 6Cb wgud Gn ggoute morangliop ketua,

Ly /B0ORENE ENGENILE, Jing fitlh’d,_,u.x olch Pinikin terach ut d..l. a pasal 3 dengun per-

Csctudjuan pogowed jeng didjotuhl hulawn, ‘ & &
8. sCoring ungguute Jjung ditundjuk olch Mw.norl Urusin pPoguwai, -
(2) P‘ »itia tormidioud dilom p..og.,l ind momilih suluh seoring Lidn oobigid pcmes ahiu
enginglid seoring ponulic derd galsh sooring pegiwal pongudilon Tinggl dongm PEET

PN e uLlCIdu..n Kotw: Pengndilon T..J“t,gl itu.

(3) Kelontuan-ketontwn dilem posul 6 tont: ng tompot dian tjoars Jr,ucrz.k e perkers don
proad 7 sjet 2 dn possl 8 berludu djuge. torhadep Panibic ind, » .

(1) Builk pendjebet jex ;_; nmenghwau, moupun pegowsl jong dihulam herus tunduk pede putusco
Punitia 1tu, :

Peacl 10, Z(l)
(l) Mercki J«ng di(l‘..'cil.glm.l’ olcoh Pinditis berdigirlan \';"C,:'-'-‘ i Q\l 7 L.,] tlbc“ﬂﬂ Jde abes Iv"m
& i:.“ bizjie pordjalinsn menurut peratumay jung bo”LJm :

_ Posel 11,
Poerzturan ini tidalk bc"LJlm terhadap 1)0]_1 ai Negurc.

_ Posil 12,
Peraturin pomerintihtini muled berlala pads. hord diwdinglon,
Agir schlup oring dapot mengubohwinge, memerintehlin pongundingan Percturin Pemerin-
ten ind dengun poncmpiton delim Lombarin Negura Ropublilk I;‘}(lO}"Oul‘..

1 : : Dibetaplin c.i Bjeluarti
Dlu.n(" nglan £ peds tinggel 20 Pebrusrdi 1952
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PERATURAN PEMERINTAH No. 11 TAHUN 1952

P W ke e

T_NTANG

HUKUMAN. DJAB.TAN,

Scperti temjote derd pertimbongmnje, moke milisud Percturen Porierintah
ini, icleh wntuls menghentilen kewdean, behwe pode waldy  Ind berlislu duw poreturin
mengenedl hulamein QJp.b| tan, den menctépkin situ pcmt.u..J.-lvm.-uu«:-.n Jung berliln biygs

sorM, peguéwad Nogerd, '
Scbogud daser poraturin-porsutucn 1ty dlanbil . Peraturin Pomerinteh Republik
Indoncsic bentuk lime No, 18 tehwn 1950, Perbedasn denb..n Peroturen Pemerintah tors
b-ut terdipst henje delum 2 hal, iclch scbugrd borilut,
Pertane, monurut persturan chubli ¢ Indoncsis dehbulu meley Pandtis termclsud
dedem posel 5 tordird dori 5 angguuta, DJjuniloh anggouts ind diponding torlodu bonjel
din pede ponglaksana “.n,)g. Pereturan ini clom séngst memporlapbed. penjoleseion hod-

hel jung bersongluten. Djumleh scbesar 3 anggoube dionggep sudih meondjodi sebu djo-

mnen julap beglhel ind, terubams djile diperhetilem bohwe mengoned keputusin Ponie
tic dni dopot diminte pemerilesoon wlengan pode sotu panitic jong lcbil b WA L

dimclgudlsn delom posal 96

Kedus, usche serilnt-sorilat gokerdje dolim poercturen uc,l.‘,..rg; Pidel: discb ub~

8chb ut logl, kuvone hol ind  dipondeng  tiddel perlu diutenslsn,

Alzm tetapl ini didek bororti bohwe ledudukon serdlit-sorilait selierdje olch pori=-
twren ind dilmrangl - scbhid bcrd:ﬁs.:r 4o porabwn sclirong pwn pegeawsl - Jing borsing-
kuton tidel dilsrang din mempunged hole untwl memundjul walkdlinge deri kidingun scrila
sckerdjii, toput sopertl menwut percturin Republil Indoncsii: dihulu,

Higs nji perobshin ind, ialeh brhwe penjuswum pesil 9 mendjedi lebih scderhon
tepl djoliia,

 Perobihin liin Jung penting tidel tc*‘d.up te

TAMB.HAN LEMB.RAN NiAGARA Ngo, 202,

Unutle selinen Jong some bunjinje,

Kep:le Sub,Buglen Arsip/Elopedisi KDl.
G0

o

(MuKe Adiwidjnje) lee-
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PERATURAN PEMERINTAH No,12 TAHUN 1952
TENTANG
LARANGAN TERP4AN€ MENCARI PENGHASILAN DAl
MEMIHPIN PERUSAHAAN DALAM LAPANGAN-
PATIKULIR BAGI PEGAWAT NEGERI
(LAMBARAN NEGARA TH.LB2 No.17)
PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA .

Perlu dfadakan peraturan tentang penghasilan dan usaha pagawai Negeri dalam

lapangan partikulir ;

Pasal 119 Undang-undang dasar Sementera Republik Indonesia ;

Dewan Menteri dalam rapatnya pada tenggsl 15 Pebrueri 1952
Eemutuagkan:

Mencabut peraturan termuat dalam Staatsblad 1935 No.443

Dengan membatalkan segala peraturan yang bertentangan dengan peraturan inie=
menetapkan 3

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGHASILAN DAN USAHA PEGAWAT NEEBERI DALAN BA-
PANGAN PARTIKULIR.

-

Pasal 1,

Dalam peraturan ini yang dimsksud dengan ;
a, Pegawal,ialah gemua pegawai Hegeri Sipil delam dinas ektip ;
b. pembesar yang berwajib ialah g
lo Menteri s masing-masing mengenai pegawai yang termaduk dalam lingku =
ngan kelkuasaannya j
2. Pembesar atau Dewan yang bersangkutan tersebul dalam pasal 1,
Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ sampai dengan f dari Undang?® No.2l talun =
1952 (Lembaran Megara tahun 1952 No.78 mengenal pegawai yang termasuk
dalam lingkungan kekuaSaannys);
30 Kepala Daerah Ofonom, mengenai pegawai Negeri yang diperbantukan kepa
da Daerah itu.
Pagal 2,
Pagawai dilarang :
2. memimpin suatu perusahasn partilmlir, baik langsung atau tidek langsunge
b, melakukan pakerjaan dalam lapangan partikulir, jikelai peraturan jawatan
melarang melakukan pskerjasn ituj
¢, menerima hasil berupa apapun juga yang bertentangan dengan sifat atau ke
hormatan jabatan atau pekerjsannya, atau dengan kedudukannya sebagai pe=
gawal legeri pada umumnys ;

Pasal i o

Pogawal dapat dilarang bermiaga atan melakukan pekerjaan dslam lapsng-
an partikulir, baik lengsung atau tidek langsung, jikalsu oleh pembesar =
yeng berwajib pekerjaan itu dianggap bertentangsndengan pekerjaamnya, de =
ngan sgifat atau kehormatan jabatannya, atau dengan kedudukannya sebagai pe-
gawail Hegeri pada umummya 3

Pasal 4.

(1) Pagawai harus minta ijin terlebib dahulu dari pembesar yang berwajib =
untulk s
8o ikut serta mendirikan perusehaan—perusshaan partilulit, baik langsung
atau tidak langsung;
bo melgkukan pekerjasn partikulir secara bertentu, atau memangku jabatan
partikulir dengan mendapat keuntungan atau upah dari pada usaha itu,
baik berups uang maupun berupa benda j
(2) Ijin dimaksud diberikan baik bersyarat maupun tidak bersyarat.
Demikian pula ijin yang telah diberikan dapat dicabut atau divbah menjai
di ijin bersyarat.
(3) Ijin bersyatar dicabut, jiksleau ternyata bahwa tidak dipenuhi syarst=2-
veng telsh ditentulkan,
(4) Permintasn ijin ditolak, apabila pemberiamnya dipandang bertentangan de
ngan kepentingan jawatan tempat bekerjanya atau dengan kehormatan jaba-
~ tannya; atau jika dipandang skan dapat mempengarubi kejujurannya;



-

e

Pagsal 5

(1) Pegawai diperkenanksn mempunyai saham suatu persszhesn atau Perusahaan atau
surat2 berharga, kecuali jikelan jumlah milik saham? atau surat2 berharga =
itu adalah demikian besarnya, sehingga pesero itu dapat dianggap langsung -
campur penyelenggaraan persercan dtu, atau jikalau jumlah milik termalesud =~
dianggab bertentangan dengan sifat jabatannye atau kedudukannya sebagal pe~
gawai Negeri

(2} Jikalam j seham? atau surat berharga itu, meskipun besar, tetapi tidak

dianggap bertentangan dengan sifat jabatan zimm dan kedudukannya, atau jika
lau pegawal yang bersangkuten tidek dianggep langsung campur tangan dalam =
penyelenggaraan itu, maks ia dapat diberikan ijin menurut ketentuan dalam ~
pasal 4, untuk memiliki ssgham? dan surat2 berharga itu.

(3) Ketentuan? dalam ayat 1 dan 2, pasal ini berlaku juga bagi seorang pegawai-
yang berada dalam keadean itu kerems pernikahan, warisen atsu wasiail,

(4) Apabila kepadanya tidak diberikan ijin menurut ketentuan dalam ayat 2, maka
keadaan itu harus dihilangkan dalam waktu setahun setelah terjadinya keadas
an itu § Dalam hal?2 istimewa, kaks waktu itu dapat ditambah setahun lagi.

Pasal 6.

Semua pegawsl yang pada tanggal mulai berlakunya Peraturan ini termasuk =
dalam ketentuan? dalam peraturan ini, harus memberi tahukan keadaanya kepada -
Pemberas yang berwajib.

Pemberitahuan itu disertai permintaan ijin ;

Pasal To

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan,

Agar supayz setiap oreng dspat mengetahuinya, memerintahkan pengudangan -
Peraturan Pemerintah ini dengan pemempatan dalam Lembaran Negara Republik Indo=
nesia.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada Tanggal 20 Pembuari 1052,

PRESIDEN REPUBLIK I NDONESTIA
SOEKARNO
MENTERI URUSAN FPEGAWAI
S0EROSO
LoNeNool7 tahun 1952

Untuk salingf yang serupa dengan asli

oleh

S, Said Sulaiman .=




PENJELASAN,

PERATURAN PEMERTNTAH Noo.12 TH,1952
TENTANG
LARANGAN MENCARI PENGHASIIAN DAN MEMIMPIN
PERUSAHAAN DALAM LAPANGAN PERTIKULIR
BAGI PEGAWAI NEGERI

Umumoe

Dihari-hari beiskang ini temmyata kegiatam para pegawai, baik langsunge
maupun tidak langsung daiam pelbagai usaha partikulir guna pembangunan Negeri
Kegitan ini sangat dihargai Pemerintah asal saja tidak bertentangan dengan =
kepentingan Jawatan atau kepentingan Negeri, begitu pula tidak bertentangan
dengan gifat jabatan yang Rigigk dipangkunya dan dengsn kedudukan seummmnya se
bagai Pegawail Negeri,

Usaha seorang pegawal , supaya waktu terluang lain dari pads waktu di =
nasnya, digunakannya untuk menambah nafkahnya, pada unumya tidak dapat diha-
langi, Akan tepapi ussha itu tidak boleh mengakibatkan mundumya perhatian e
dan kegiatannya dalam melakukan tugasnya selaku pegawai Negeri, Kedudukannyae-
serta pengaruhnya tidak boleh digunakan untuk usaha itu,

Pemerintah berpendirian bahwa kini tiba waktunya supaya peraturan termu
at dalam Staatsblad No.kR$ LL3, yang secara formil masih berlaku tapi dalam =
praktek tidak dijalankan, setelah disesuaikan dengan keadaan sekarang ini, da
pat dilaxukan lagi,

Pegawai-pegawai yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan inie
dapat dikenakan hukuman disciplinair stau administratip.

Penjelasan pasal demi pasalo
Pasal,l, a. Pekerjaanpekerjaan harian dikecualikan dari peraturan ini;

be Kepala Daerah Ctonom ditunjuk selaku pembesar yang berwajib kare=
na pegawal yang diperbantukan kepada Pemerintah daereh itu dalame
melakukan tugasnya tun@uk kepada perintah beliau itu,

Pasal,2, Dalam pasal ini ditentukan pekerjsan2 dalam lapangsn partikulir, yge
dilarang seluruhnya,
Larangan ini berdasarkan pertimbangan supaya kejujuran dan kehormstan
pegawal tidak terganggu serta kepentingan Jawatan atau Negeri tepag~-
diutamakan;
Istilah tidak langsung berarti misalnya, usaha pertikulir itu dijelan
kan dengan perantaraan seoreang anggota keluarga atauv dibawah kedok =
seorang lainj

Pasal 3, Ualam pesal ini ditentukan pekerjasan dalam lapangan Partilulir yang
dapat dilarang. Selanjutnys pasal ini tidak memerlukan penjelasan,

Pasal lL, Pasal ini mengenai pekerjaan2 dalam lapangan Partikurir, untuk mana-
diharuskan memdnta ijin terlebih dahulua

Mengingat akan sangat kekurangan tehaga? guru serta pentingnya pelaja =
ran dalsm mass pembangunan ini, maks untuk pemberisn pelajaran partilulir di-
liar waktu dinas pem mestipun untuk Zmcdkirmosiom itu diharusian pula me
minta ijin, hendaknya ijin itu sedapat2nya diberikan, “emikian pula untuk e
kerjaan2 guna perkumpulsn? sosial atau serikat kerjag

Ijin termaksud harus diminta dan diberikan secare tertulis.

Pasdl 5 sampai dengen pasal 7 tidak memerlukan: penjelasan,



PERATURAN PEMERINTAH No.8 TRHUN 19%6
TENTANG :
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH Noel2 TAHUN 1952
MENGENAT PENGHASILAN DAN USAHA BEGAWATI NEGERI w
DALAM LAPANGAN PARTIKULIR (EEMBARAN NEGARA TA =
HUN 1952 NoolT7)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang ¢ bahwa untuk menyederabanakan dan mempercepat pekerjaan perlu diadakan peru
bahan peraturan dalam pereturan mengensi pemberian ijin kepada pegawai Nefer
Negeri yang hendak berusaha dilapangan partikulir;

Mengingat t a, Fereturan Pemerintah Noo,l2 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 Nool7)
be Undang-undang Noo2l tahun 1952 (Lenmbaban Negare tahun 1952 Noo.78);

Mgndengar : Dewan Menteri dalam repatnya ke«l;7 tanggal 10 Pembruari 1956

MEMUTUSKAN

Menetapkan ¢ PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH Nool2 TAHUN e
1952 MENGENAI PENGHASILAN DAN USAHA PEGAWAT NEGERI DAIAM LAPANGAN PARTIKUw=
LIR (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1952 NoolT7)s

Basal lo

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Noo,1l2 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun
1952 Nool7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
a, Pegawai, ialah semua pegawai Negeri Sipil dalam dinas aktif,
be Pembesar yang berwajib, iaiah 3

le Menteri: Masing-masing mengenai pegawai yang temmasuk dalam lingkungan
kekuasaannya,

2, Pembesar atau Dewan yang bersangkutan tersebut dalam Pasal 1 ajat 1=
huruf ¢ sampal dengan f dari Undang2 Noe2l tahun 1952 (Lembaran Negara
tahun 1952 Noo78) mengenai pegawai yang termasuk dalam lingkungan keku
asaannya

30 Kepala Daerah Otonom, mengenai pagawal Negeri yang diperbantukan kee
pada daerah itu",

Pasal 2,

Segala pemberian izin yang telah dilakukan sebelum peraturen ini =
berlaku, dianggap sebagal dilakukan menurut peraturan ini,

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan,
Agar supaya setiap oreng dapat mengetalminya, memerintahian pengune
dangan Pereturan Pemerintah ini dengan pemempatan dalam Lembaren Negama Re

publik Indonesia
Dibetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 25 Pebruari 1958
Presiden Republik Indonesia

ttd
SOEKARNO o=
Diundangkan PERDANA MENTERI
Pada tanggal 5 Maret 1565 ttd
MENTERI KEHAKIMAN BOERHANOEDIN HARAHAP
ttd
LOEKMAN WIRTADINATA LEMBARAN NEGARA Noe.ll TAHUN 1956
#Lihatlah "Peraturan®dsl® Sesual dengan yang aslie
tahun 1952 jilid I NeoloTl Sekretaris I Presiden
Mr RATMOKO

Disalin gesuao dengan gslinya oleh
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PENJEIA SANo

PERATURAN PEMURINTAH No.8 TAHUN 1956
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH Nool2 TAHUN 1952 MENGENAI PENGHA SITAN
DAN USAHA PAGAWAT NEGERI DAIAM LAPANGAN PARTIKELIR (LEMBARAN NEGARA -
TAHUN 1952 Nool7)

Menurut pereturan Pemerintah No.1l2 Tahun 1952 maks "Pembesar yang bers
wajib" yang memberikan izin ksglada seorang pegawal bawahannya untuk mencari
penghasilan dan berusaha dalam lapangan Partilkulir ialah pembesar yang ter-
sebut dajiam pasal 1 ayat 1 Undang2 No.2l tahun 1952 (Lambadan Negara tshune
1952 Noo78) tentang menetapkan Undang2 Berurat No.25 tahun 1950 tentang Hak Pen

Pengangkatan dan pemberhentian pegawai2 Republik Indonesia Serikat sebe g i
Undang? Republik Indonesgias

Dalam pada itu antare lain ditetapkan bahwa "Pembeser" yang mengangkat
dan sebagsinya pegawai2 golongan VI ruang e keatas PoGoP 1948 ialah Presiden

Tidak perlu kiranya diterangkan disini bahwa suret Keputusean Presiden~
mongenai pengangkatan dan sebagainys pegawei2 VI/e keatas tersebut harus di
contreseign oleh “enteri yang bertanggung jawab,

Mengingat ketentuan2 termaksud diatas, maka sangat mungkin pada suatu=
ketila Presiden akan dibanjiri mimik dengsn permintsan? untuk momimpat menam
datangani surat2 Keputusan Presiden tentang Pemberian izin kepada Pegawai2=
Vife kmtama keatas P.G.F 1948 untuk bekerja dilapangsn Partikulir,

Untuk mencegah terjadinya hal yang demikian itu serta untuk mempercepat
pekerjaan maka cukuplah kiranya jike pemberian izin dan sebagainya kepada pe
gawai2 Negeri VI/e keatas P.G.P 1948 untuk bekerja dilapan@n pertikudir di
samping memangku jsbatan Megeri berdasarkan Peraturen fememintah M8 Noa
12 tahun 1952 itu dilakukan oleh menteri mwwsan yang bersangkutan dan jange
bertanggung jawab sendiri

TAMBAHAN LEMBARAN Noo962¢



